
KEWENANGAN, PENGANGGARAN 
DAN STRATEGI SUB BIDANG 

ENERGI TERBARUKAN DAERAH 
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA



ISU PEMANASAN GLOBAL

▪ Selama kurun waktu seratus tahun terakhir suhu rata2 global pada permukaan bumi tercatat 
telah meningkat kurang lebih 0.74º C plus minus 0.18º C. 

▪ Banyak pakar iklim yg menyatakan bahwa tahun 2023 menjadi tahun terpanas yg pernah 
tercatat sepanjang sejarah. Berdasarkan catatan Climate Change Service, bulan 
Juni-Juli-Agustus merupakan musim terpanas yg pernah tercatat secara global dg suhu rata2 
16,770 C, atau sekitar 0,660 C diatas rata2 musim panas tahun lainnya dan 0,330 C lebih hangat 
daripada tahun sebelumnya.

▪ Peningkatan suhu rata2 global secara umum disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas 
rumah kaca terutama   adanya gas karbon dioksida (CO2) yang memenuhi lapisan udara bumi 
akibat aktivitas manusia.

▪ Apa dampak dari adanya pemanasan global ini?



ISU AKTUAL AKIBAT PEMANASAN GLOBAL

Di Provinsi Sulawesi Selatan :
▪ Telah dilakukan pemadaman listrik secara bergilir akibat 

berkurangnya pasokan listrik PLN.
Berkurangnya pasokan listrik terjadi akibat berkurangnya 
debit air yg diperlukan utk operasionalisasi PLTA.
Berkurangnya debit air merupakan dampak dari cuaca 
panas yg berkepanjangan.

Di Provinsi NTB
▪ Telah dilakukan pemadaman secara bergilir akibat 

kapasitas listrik yg disediakan PLN tidak dapat memenuhi 
kebutuhan listrik masyarakat konsumen  yg meningkat utk 
menghidupkan AC akibat cuaca panas yg berkepanjangan  



Undang-Undang No. 16 
Tahun 2016 tentang 

Pengesahan Paris Agreement 
To The United Nations 

Framework Convention on 
Climate Change

dilakukan melalui beberapa langkah strategis 
diantaranya meliputi pengembangan energi 

terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, 
konservasi energi, serta penerapan teknologi 

energi bersih.

CM1 = Counter Measure 1 (kondisi skenario tanpa persyaratan mitigasi)
CM2 = Counter Measure 2 (kondisi skenario dengan persyaratan mitigasi)
GHG = Green House Gas
MTON = Metrik Ton
BAU = Business As Usual
IPPU = Industrial Process And Product Uses

*) Including fugitive
**) Only include rice cultivation and livestock
***) Including emission from estate crops plantation

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
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Pemerintah telah memberikan komitmen untuk 
menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% 
(31,89%) dengan upaya sendiri dan 41% (43,2%) 
dengan bantuan internasional pada Tahun 2030.



Pemerintah telah memberikan komitmen untuk 
menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% 
(31,8950 dengan upaya sendiri dan 41% (43,2%) 
dengan bantuan internasional pada Tahun 2030.

dilakukan melalui beberapa langkah strategis 
diantaranya meliputi pengembangan energi 

terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, 
konservasi energi, serta penerapan teknologi 

energi bersih.

PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN

Payung regulasi :  UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, PP No. 79 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Energi Nasional,  dan 

Dalam kerangka pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional, didalam PP No. 79 Tahun 
2014   telah ditetapkan indikator porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran 
energi nasional sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan 
pelaksanaan transisi energi, dimana pada Tahun 2025 ditargetkan paling sedikit  
sebesar 23% dan pada Tahun 2050 paling sedikit sebesar 31%. 

PROVINSI 2025 2050

Aceh 23% 31%

Jawa Barat 17% 20%

Jawa Timur 17,09% 19,56%

Dst…..

TARGET PER PROVINSI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari 
sumber energi terbarukan. 

Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang 
dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan 

jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, 
bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta 

gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. 



erdasarkan pencermatan terhadap pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, 

PENCAPAIAN TARGET PORSI EBT DALAM BAURAN ENERGI NASIONAL  

2025

2022

23%

12,3%

2050

31%

Catatan: 
Capaian Tahun 2022 merupakan 
hasil perhitungan sementara 
Ditjen EBTKE KESDM



PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN 
PEMERINTAHAN BIDANG ESDM                         

(UU NO. 23 TAHUN 2014)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta 
energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
provinsi. 

Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas 
bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah 
kabupaten/kota. . 

Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas 
bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 

PASAL 14 
AYAT (1)

PASAL 14 
AYAT (3)

PASAL 14 
AYAT (3)



erdasarkan pencermatan terhadap pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, 

NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

1 2 3 4 5

4. Energi Baru 
Terbarukan

a. Penetapan wilayah kerja panas bumi.
b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi.
c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas 

bumi lintas Daerah provinsi. 
d. Penerbitan izin panas bumi untuk 

pemanfaatan tidak langsung. 
e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas 

bumi.
f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola 

tenaga air untuk pembangkit listrik.
g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha 

jasa penunjang yang kegiatan usahanya 
dalam lintas Daerah provinsi. 

h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar 
nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain 
dengan kapasitas penyediaan di atas 
10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun. 

a. Penerbitan izin pemanfaatan 
langsung panas bumi lintas 
Daerah kabupaten/kota dalam 1 
(satu) Daerah provinsi.

b. Penerbitan surat keterangan 
terdaftar usaha jasa penunjang 
yang kegiatan usahanya dalam 1 
(satu) Daerah provinsi. 

c. Penerbitan izin, pembinaan dan 
pengawasan usaha niaga bahan 
bakar nabati (biofuel) sebagai 
bahan bakar lain dengan 
kapasitas penyediaan sampai 
dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton 
per tahun. 

Penerbitan izin pemanfaatan 
langsung panas bumi dalam 
Daerah kabupaten/kota. 

Sumber: Lampiran I huruf CC. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

KONDISI PORSI EBT 
DALAM BAURAN ENERGI 

PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN 
PEMERINTAHAN BIDANG ESDM                         

(UU NO. 23 TAHUN 2014)



PASAL 15 AYAT (2) DAN (3)
 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 

TENTANG PEMERINTAH DAERAH 

(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

(2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran 
Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan 
pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria 
pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13.

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan peraturan presiden.

(4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap 
pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan 
pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang 
tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan 
pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 

SURAT MENTERI ESDM NOMOR T-136/ PR.01/MEM.S/2021 
TANGGAL 12 APRIL 2021 HAL PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG ENERGI 
BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI (EBTKE) 

PENGATURAN PENGUATAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 
DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ESDM SUBBIDANG 

ENERGI BARU TERBARUKAN 



PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG URUSAN 
PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL SUBBIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN
Lanjutan… 

PASAL 4:

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang energi dan 
sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan yang menjadi 
kewenangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) meliputi: 

a. pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah 
provinsi;

b. pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan 
bakar dalam wilayah provinsi; 

c. pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar 
matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan 
suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi; 

d. pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya 
dikeluarkan oleh daerah provinsi;

e. pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang 
dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan

f. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang 
dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.

PASAL 5:

(1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang energi 
dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dituangkan dalam RUEN. 

(2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang energi 
dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dituangkan dalam RUED-P.

PASAL 6:

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi 
dalam Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan bidang energi dan sumber 
daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7:

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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• Daerah menjalankan urusan pemerintahan sesuai 
dengan kewenangannya

• Dalam penyelenggaraannya urusan pemerintahan yg 
menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh Dinas

• Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana 
pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem 
perencanaan pembangunan nasional. 

• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD

 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050 - 5889 
TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI 

PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH





 DUKUNGAN DAERAH KAB/KOTA

 MELALUI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP



 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

 DUKUNGAN DAERAH KAB/KOTA



MELALUI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN PERIKANAN

COLD STORAGE/RANTAI DINGIN TENAGA SURYA dalam kerangka 
pemberdayaan nelayan kecil

Sumber: Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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 DUKUNGAN DAERAH KAB/KOTA



 SEKRETARIAT – OPERASIONALISASI PERKANTORAN

 DUKUNGAN DAERAH KAB/KOTA



STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 
DI DAERAH

1. PENGUATAN KOORDINASI ANTAR SEKTOR/BIDANG PEMERINTAHAN TERKAIT
   🡪  MEMBENTUK FORUM KOORDINASI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN 



STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 
DI DAERAH



STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 
DI DAERAH

2. MENDORONG DAN MEMFASILITASI PERAN AKTIF MASYARAKAT 🡪 SEBAGAI SUBYEK BUKAN SEBAGAI OBYEK 

Solar Dryer Dome                         
di Desa Karang Sidemen, NTB

Contoh : Kelompok Wanita Tani di Desa Karang Sidemen telah menggunakan Solar Dryer Dome untuk sebagai salah satu 
alat penanganan pasca panen hasil pertaniannya

3. MEMBERIKAN INSENTIF DALAM BENTUK KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA DAN BENTUK LAINNYA SESUAI 
DG PERATURAN PERUNDANGAN



TERIMA KASIH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA


